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KEPUTUSAN MENTER!I AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 726 TAHUN 2017
TENTANG
PENEGERIAN 18 (DELAPANBELAS) MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

.

bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah
sebagai salah saw jalur pendidikan dalam  sistem
pendidikan nasional. perlu ditetapkan nama-nama
madrasah untuk dinegerikan;:

bahwa madrasah sebagaimana dimaksud dalam huruf a
wilah mendanat Persetujuan Menteri Pendavasunazn
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat
Nomor B/141/M.KT.G1/2017 tanggal 17 Maret 2017
perihal Pendirian dan Pensgerian Madrasah;

bahwa  berdasarkan periimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan
Reputusan Menterl Agama tentang Penegerian 18
{Delapanbelas) Madrasah: :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisicm
Pendidikan Nasional ({Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4301):

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 entang
Standar Nasional Pendidikan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4406)
sebagaimana telah beberapa kali diubah  terakhir
iengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Perubzhan Kedua wsias Peraturan Pemeriniah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Neasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3570},

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2510 entang
Pengelolaan dan Penyelengzaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tahun 2010 Nomor 23.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tenitang Perubahan
ates Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengeloiean dan Penvelenggaraan Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157}; '



4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
QOrganisasi Rementerian Negara {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 tentang
Kementerian Agama [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

&. Perawuran Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011
tentang Pedoman Pembentukan dan Penvempurnaan
Organtsasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 325j;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tenitang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertkal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 831);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
. Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penvelenggaraan
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 2101);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahurn 2014
tentang Pendirian Madrasah vang diselenggarakan oleh
Pemerintah  dan Penegerian Madrasah vang
diselenggarakan oleh Masyarakat (Beriia Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);

10. Peraturan Menteri Agama Nomeor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
{Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2016 Nomor
1465,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER! AGAMA TENTANG
PENEGERIAN 18 [DELAPANBELAS) MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Penegerian 18 {Delapanbelas) Madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran I,
dan Lampiran 11 yang merupakan bagiag tidak
terpisahkan dari Keputusan ini. -

KEDUA : Mengubah nama madrasah pada kolom kedua menjad:
nama madrasah pada Xolom ketiga sebagaimana
dirnaksud dalam Dikium KESATU,

KETIGA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata
kerja madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



KEEMPAT

KELIMA

KETUJUH

: Bagan arganisasi

: Pade  saot

sRsud
mam delam Lampiran iV
serupakan  bagian  tidak

dalem DIl
dan  Lamy; x yang
terpisshkan dari Keputusan §

um KES:

rares
B

Semua  penggunaun  atribut Serupe  jogo, lencana,
badge, kop sural. s Papan nama, dan atribut
2 aamd madrasah vang bary,

3

berlaky,  semua
madrasah
: KESATU menjacdi

kekavaan,

tunggung jawab Kementeriun Agama.

: Keputusan ini mulai beruky pada tanygal ditetapican.

Dizctapkan di .}
pada tanggal 2

MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

b’ P LUKMAN

KIM SAIFUDDIN



LAMPIRAN [

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92C% TAHUN 2017 .

TENTANG

PENEGERIAN 18 {DELAPANBELAS) MADRASAH

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

| NO | SEMULA

AMENJADI , Provinsi

:.,.I,. i - 2 ; - 3 . - T_-T—---T..._:;__“
;. | MIN USB Tanjung Batu, } MIN 3 Karimun T
i

) Karimun, Kepulauan Riau

MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
J !

l"?, LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



o

LAMPIRAN 11
KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 205

TAHUN 2017,

TENTANG )
PENEGERIAN 18 (DELAPANBELAS) MADRASAH

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO | SEMULA MENJADI PROVINSI
. 1 2 i 3 ) 3 —
1 : MTsN SA Cilengkrang, | MTsN 8 Sumedang Hia Birai
i

i Sumedang

MTsN Tanjung

|]_ N i ra Ti r
i 2. Soronggi, Sumenep ;\'1'1‘5 3 Sumenep | Jawa Timu _
© 3. MTsN Tuban, Tuban MTsN 3 Tuban Jawa Timur
3. MTsN Lombok Kulon. MTsN 4 Bondowoso 3 Jawa Timur
- Bondowoso ; i
3. MTsN Tutul, Jember . MTsN 10 Jember Jawa Timur
. MTsN Doko, Kediri ' MTSN 9 Kediri Jawa Timur
7. h‘gTSN Mojosari, i MTsN Situbondo Jawa Timur
Sltubﬂndo T bt i e AR R e —— e ——
MTsN Aj Khairat, . ;
8. . Pl MTsN 2 Pelalawan Riau _
¢+ G . MTsN Silabolo, Bima MTsN 4 Bima . Nusa Tenggara Barat
' MTsN Gunung Rajak, . o
. 10 | Berbiol Thomir l| MTsN 4 Lombok Timur Nusa Tenggara Barart
{ MTsN Prava, Lombok | - 2
. Yy ! h . 4 s
1 | Tengah MTsN 6 Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat
, :
. MTsN SATAP : . ;
; 12. | Salomallari, Sidenreng | ;&;;Nai Sidenrong Sulawesi Selaian
____. Rappang o R R
i I MTsN S MTsN ' S 2t e T - =
13, | ATsM Hamayung, Hulu : MTsN 12 Hulu Sungai R flonammn Selatng

' | Sungai Selatan

I
i Selatan

v

MENTERI A'GAM.A REPUBLIK INDONESIA,

f-—-—

%LUKMAN HRAKIM SAIFUDDIN

'
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 205 TAHUN 2017

TENTANG

PENEGERIAN 18 (DELAPANBELAS) MADRASAH

MADRASAH ALIYAH NEGERI

| NO SEMULA MENJADI : PROVINSI
A 2 I 3 - o .-.——.—..-—-;__ 4
MAN Kampar Timur, | o 55 ;
: i MAN m R
1. | Kampar , MAN 4 Kampar Riau
E T
2. { MAN Al-Ikhlas, Poso | MAN 2 Poso ' Sulawesi Tengah
| MAN Al-Ma'arif Kota . |
: - » N Qe i L
3  Sevetirg i MAN Sorong Papua Barat
' MAN Persiapan Negeri |
i 4. ' Keerom, Kabupaten | MAN Keerom Papua
' | Keerom -

MENTERI AGAMA REPUZLIK INDONESIA,

N

E’? LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN




LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR S0€ TAHUN 2017 -
TENTANG

PENEGERIAN 18 (DELAPANBELAS| MADRASAH

BAGAN ORGANISASI MADRASAH ALIYAH NEGER{

! KEPALA

! il
MADRASAH ]

1
| ——
! | KEPALA

] | _URUSANTU |

L/ II\ o]

1/?/ LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
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LAMPIRANV

KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33T TAHUN 2017

TENT"\}‘G

PENEGERIAN 18 [DELAPANBELAS) MADRASAH

BAGAN ORGANISASI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGER!

REPALA |
MADRASAH
F i PETLEGAR )
: L TATA UBAMA
i

MERTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

)

h/? LUKM:‘.E‘: li.—'\lx’i?-! SAIFUDDIN




